SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perwujudan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan diperlukan penataan dan penertiban
dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi
administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

b. bahwa peraturan penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang berlaku
sekarang ini perlu diadakan perubahan untuk
menyesuaikan dengan keadaan sekarang;



Mengingat : 1.

2

bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 2 Maret
2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang - Pembentukan  Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang
Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2151 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019 );
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun™ 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun® 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 );

Undang-Undang: 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang “Nemor 12 -Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi . Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran = Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia :Nomor 4737 );

Peraturan Presiden-Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan-Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
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